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PERATURAN GUBERMUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 124 TARUR 2010
TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (i.HiKPN) PEJABAT
PEMERINT.AH PROVNS! DAERAH KHUSUS BUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINS) DAERAH KHUSUS 1BUKOTA JAKARTA,

‘Menimbang

Mengingat

bahwa berdasarkan Keputusan Gubemur Nomor 67 Tabun 2003
fentang Kewaiban Meryampalan Laporan Kekm@an Per npicegge a
Negara (LKPN) bagi Para Pejbat o Ungiungen Pemeiinteh
Propingl Dacrah Khusus bukota Jakarta dan Keputusan Gubermr
Nomor 220 Tahun 2003 {emang Pembantukan Kelormpok Kera
(POKJA) Pembantu Komisi Pemberantean Korupsl di Provnsi
Daemh Kiwimrs ibukola Jakarta telah ditetapkan Pejgbat Walib
yang menyampakan Lapomn Harla Kekayasn Penyslenggara
Negara (LHKPN) dan Pembentukan Tim Pakja Pambantu Komis
Pernberan ksah Korupsi di Provinel Daerah Khusus (bukola Jakarta;

bahwa Keputusan Gubermur sebagaimana ditaksud pada hunif 2
sudah tidak sesual lagi dengan perkembangan dan kondisi sazt inj
sehingga periu dilakukan panysmpymaarn

huruf .2 dan huruf b perlu men ety ban Peraturan Gubermur tsmang

Laporen Harta Kekaysan Penyalengpara Negara (LHKPN) Pe pbet
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus (bukota Jakarta;

Undang-Undang ‘Nomor 28 Tahun 1998 terdang Penyelenggaraan

'Nogara'yang.amir-dmﬁebasdaﬁmmmmdm

Neopotisme,
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1992 tentang Pemberantasan

" Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah divbah dengan ‘Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2004,

Nomor 30 Tshun 2002 tertang Komis!
Pemberantasan Tihdak Pidana Korupsi;




Mernatapkan

4. UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tenlang Pemerintahan
Daerzh sebagaimans telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

5 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 temtang Pemerintahan
Provinsi Dassh Khusus bukota Jakarta sebagal bukota Negara
HKesatuan Repubfik Indonesia,

6 Perawran Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 ‘entang Peraturan
Disiplin Pegawal Neger Siph,

7. P erabhran. Pemeinlah Nomor 85 Tahun 4899 tentang Tata Cara
Pemeriksaan Kekayaan Penyelonggara Negars

8. Peratwan Pemetimah Nomor M Tahun 2000 tontang Tata Cara
Pela ksas:ln Peran Serta Masyarakat dan Pembefian Penghargasan
dalam Pencegahan tan Pembatantasan Tndak Pidana Korupsi

8 Peraturan Pemedntah Nomar 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;

10. Peauwan Daeah Nomor 1) Tahun 2008 tentang Qrganisasi
Perangkat Daorah;

MEMUITUSKAN:

. PERATURAN GUBERNUR TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN

PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) PEJABAT PEMERINTAH
PROVINS] DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
BAE |
KETENTUAN UNMLUM
Pasal 1

Datam Peraturan Gubernus ini yang dimaksud dengan ;
1. Daemh adalsh Provinsi Deerah Khusus bhukota Jakarta

2 Pemarinbh Daersh adalsh Gubemur dan Perangka't Dlasrah

sebagal unsur penyalenggara Pemerintahan Daerah.

a  Gubemur adaloh Kapata Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.

4. Pejabat Penysienggara Negea adaah Pelabad Pemerintah

Provinsi Daerah Khusus bukota Jakarta yang terdin dan Gubemur,
Walkil Gubemur, Pejabat Eselon | dan Eseton | serta Direkhy
Utama Badan Usaha Mk Daerah (BUMD) yang diwajibken
menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelengpara Negara,




5  Horta Kekayaon adakh Harta benda vang dmiliki ofleh Pejabat
Penyolengpara ‘Negara beseria istr dan anak yang masih menjadi
langgungan, bdk berupa hara bergerak, harta tida bergemk,
maupun hak-hak kirwa yang dapat dinila dengan uang yany
dlperoleh sebekum, selama dansetelah memangky jJabataninya.

8  Laporan Hata Keksyaan Ptnyaienggam Nogara yang salinjutnya
disingkat LHKPN adalah  Dafter Kekayaan

Penyelanggara Megara yang ﬁm dahm Iuﬂmlk LHKPN
yan{] ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupesi,

7.  Komisi Perrberantasan Korupsi yang selankinya digingkat KPK
adalahy Komisi Pemberantasan Korupsi Republik ndonesia.

8  Tm Pengunss LHKPN adalah Tim yang membantu kelancaran

pelakssnaan penyalengga@an pengsian formulic LHKPN Provinal
DK Jakarta,
BAE #
TUJUAN
Pasgl 2

Pengistan formulir LHKKPN ‘bagi Pejabat Penyelenggara Negera
bertujuan unik mewdudkan Pejebat Penyelenggara Negars yang
Mmenaati asas-asas umum Penyelenggara Negam yang bebas der
prakilk korupsl kotugi dan:nepotisme serta perbuatan tercela lannya

BAB M
PEJABAT PENYELENGGARA NEGARA
Pasal 3

Pejaba Penyelenggara ‘Negara vang wallh nwnymvpaikan LHPN
adaah :

a Gubamur;

b Wakil Gubetrwit;

¢ Pejabat Eseionl;

d Pejabat Esslonit,

e. Direkby tama BJMD; dan

f Fejabet tertentu stas permintaan KPK.

BABV
TATA CARA PENYAMPAIAN FORMULIR LMKPN
Pasal 4
(1) Formulir LHKPN dserahkan ‘kepada Pejabat Pemyelenggara Negara

pada saat pelenfikan jabatan dan pada sagl mengakhici masa
fabgian danditau pension.




(2 Formulir LHKPN sebagdmana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

4 Formulir LHKPN model KPKA yang disi oleh Pejabat
Penyelenggara Negera yang untuk pertama kali melaporkan
kekayaannyg atau -

‘b Formdir LHKPN model KPKE yang disi oleh Pejabat
Penyelenggara Negara yang :

1. mengalamimutasi dan/atau promosi Jabatan;

2. mengakhiri jabatan dan/atay pensiun; dan

3. Pejsbat Penyelenggara Negara tertentu atas permintaan
KPK dalam rengka pemeriksaan LHKPN.

{3} Forrmulir LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajpp dilsi
oleh Pejabat Penyelenggara Negara dengan benar, jelas dan
lengkap sesuai dengan petunjuk penglsian dengan dilampii
akta/buktlfsurat kepemilikan harta kekayaan yang dimifliki dalam
rangkapZ (dua), dengan 1 (satu) Formulir LHKPN asli disampaikan
kepada Tm Pengunes LHKPN untuk disampaikan kepada IPK dan

- T {satu) fotokopi Femmulr LHKPN disinipan oleh Pejabat Parivelenggara
Negara yang bersangkutan,

(4} Fommulir kian LHKPN ask beseita fotokopi aktabuldi'surat kepemitikan
harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan
kepada Sekretariat Tim Pengurus LHKPN paling lama 2 (dua) bulan
Sefslah pelantiken jabatan atau pada sad mengakhiri masa jabatan

danfatau  TMT pensiun Pejabat Penyelenggara Negara yang
bersangkutan.

BAB V
T PENGURUS LHKPN
Pasal 5

Untuk kelancaran pelaksanasan tugas pengurusan LHKPN dibentuk Tim
Pengurus LHKPN dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi DK] Jakarta

Ketua - Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
Wakil Ketua : Inspekiur Provinsi DK) Jakaria

Sekretaris m Badan Kepegawsian Daersh Provingi DKI

Wakil Sekretaris : Kepsla: Bidang Pengendalian Kepegawsian Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi DKl Jakarta

Anggota : 1 inspektur Pembantu Bidang Pemerntahan

inspektorat Provinsi DK Jakerta

2 Kepala Bidang Pengembangan Badan Ke pegavain
Daerah Provinsi DKl Jakaria

3. Kepala Bagian Pelayanan Hukum Biro Hukum
Setda Provinsi DK! Jakata

4. Kepala Subbkiarg Data Pegaval Badan Kepegawaian -
‘Dasrah Provinsi DK) Pm Badian

9. Kepa Subbidang nh Karer
Kapegavwziar Daersh Provinsi D%I Jakarta

Sekretariat : Kepala Subbidang Disipn Pegawai Badan Kepegawalan
Diagrath: Provinsi DKI Jakarta




Pasal 6

Sekretarial Tm  Pengurus LHKPN  berkedudukan pada Badan

Pasal 7
Tim Pengwus LHKPN sebagaimana dmaksud dalem Pasal 4
memmmyal tugas sebagai berikug
a memyusun daftar nana-nama Pejabat Penyelenggara Negara yang
wafib mengisi LHKPN,
b. rmengambil Formulr LHKPN dan KPK;
c menyampaikan formulr LHKPN  kepada

Pejabat Peorwelenggara
pada sad pelantikan jabatan dan pada saat mengakhiri masa

jabatan danfatau TMT ‘pansiun Pajgbat Penyelenggara Negata yang
bersangiukan;

d. memonitor dan membantu pengisian formulir LHKPN Pejabat
Penyelenggara Negara;

e Meryampaikan Formulir LHKPN yang teleh diisi oleh Pejabat

Penyetonggara Negara kepada KFK.
f menbuat teguran teriulis Pejabat Penyelenggara Negara
yang lalal menyerghkan tsian : LHKPN,

g menerima dan mendistibysikan dokumen LHKPN yang  siap
dasmummkan dard KPK uniuk divmumkan di papan pengurmuman

h membanin KPK daiam membedkan formasi dan data terkait
dangan LHWPN  Gratifikasi Pemberantasen Korupel dan untuk
pengembangan sefta pembahanuan taa kelola pemarintahan yang
baik; -

i melaksanakan soslalisasi yang boriaitan tindak pidana konpst dan

1 Eﬂmm tugas kepada Gubernur mel:fui Sekretaris
2]

BAE W1

Pasal B
Terhadap Pejabd Pmyelenggara Negara yang tidak rrulaporkan harta
kakayaannya sebagaimana dimaksud datam Pasal 4 ayat (3} dikenakan

sanks| sesyal ketenuan persturan parundang-undangan

BAB V1
PEMBIAYAAN
Pasal 9

dikeluarkan untuk  kaglstan Tm  Penguns LHKPN

dlbabaﬁﬂrr:gpada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawsian
Daarah inlw DRI Jakauta.




BABE Vi
KETENTUAN PENUTUP
Pasd 10

Pada saat Pershwran Gubemur ni mulai bertake, Kepulusan Gubemur

Nomor 67 Tabun 2003 Bntang Kewajlban Menyampalken Laporan
Penyelenggara Negara (LKPN) bagi Para Pejabat di

Hekayaan
Lingkungan Pemerintah Propiesi Daerah Khusus lbukota Jakarta dan
Keputusan Gubemur Nomor 220 Taham 2005 tertang Pembertukan

Diundengkan di Jakarta

Kelompok Kerja (POKJA} Pembantu Komisi Pemberantasan Korups! d
Provinsi Daerah Khusus buioia Jakarfa dicabut dan dinyatakan tidak
beriaku.

Pasal 11
Poeraguran Gubemur inh mulad berlaku pada tanggal diundangkan
Agar sstiap orang mengetaluinys, memernnabkan pengundampan

Perawran Gubernur i dengan penempatanmya dalam Berfta Daerah
Provinei Dasrah Khusus Tbukota Jakarta,

Ditetapkan di Jakarta
padatanggal 29 Juni 2010

GUBERNUR PR VINS! DAERAM KHUSUS

pada tanggal 7 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH

PROVINS| DAERAH KHUSUS

BUKOTA JAKARTA,

MUHAYAT
NiP 050012362

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS BUKOTA JAKARTA

TAHUN 2010 NOMOR

129




